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BUPATI LUWY,

bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan FRlectronic Government {e-government),
makn diperinken optimelisasi pemanfaatan situs web
sebagal media resmi pomeriniaban Vvang berfungsi
untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan
kepada Masyarakat;

bahwa dengan dilakukannya Penamaan Situs Resmi
Pemeritah  Daerah  Kabupaten Luwu  diperdukan
sineigitas dan Interoperabilitas dengan website-website
Satuan Kerja Perangkat Daersh {SKPDj di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu yang menjadi subdomain
luwukab.go.id dalam penyediaan data dan informasi,
sehingga Dberdayaguna dan  berhasil guna, untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintah dan
peningkatan pelayanan publk;

bahwa  berdasarken — pertimbangan  sebapaimanta
ditnalsud pada hvraf 4 dan huraf b, periy membentuk
Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Dasrah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Inddnesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambsghen Lemberan Negara Republik
idonesia Nomor 1822);



2.

4,

Undeng-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elkgonik {Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tabhun 20068 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara TRepublik Indonesia
Nomaor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahmm 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publk {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846}

Undang-Undsng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomior 5234) sebagaimana ielsh diubah
dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Taghun 2011 tentang
Pemberntukan Peraturan Perurnidang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2019
Nomor 138, Tambehan lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor $398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tehun 2015 tentang Perubahan Atas
Undeng-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintgban Daerah (Lembaran  Negaya  Republik
Indonesin Teahun 2015 Nomor 58, Tamibghan
Lembaran Negara Reptiblik Indonesia Nomor 5679);

Pearaturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi Elekironik
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5348);

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
temang Dewan Teknologl Informasi dan Komgnikasi
Nasional;

Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informasi
Nomor 28/Perkominfo/9/2(006 tentang Penggunaan
Domain go.dd Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hupkom  Daerah
sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Menter
Dalaan Negeri Nomor 120 Tghun 2018  tentang
Perubshan ates Peraturen Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Deeraly
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16. Instruksi Presiden Nomeor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunsan Telematika o
Indonesis;

11.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Strategi dan Kebijakan Pengembangan eClovernment;

12, Surat Edaran Menterd RKémunikasi dan Informasi
Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan
layanan Pemerintah Becara Elektronik pada
Berbagai Instansi Pemerintah, Baik di Pusat Maupun
i Daermah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT TENTANG PENDAVAGUNAAN
WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUW -

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu,

2. Pemerintah Daerah adelah Bupati dan Perangkat Daersh sebagai upsur

penyelenggara pemerintahan daerah,

Bupati adalah Bupati Luwu.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu,

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwa.

Dinas Xomunikasi, Informatika, Statistk den Persawdian  yang

selapjuinya disingkatr Dinas ERISP adalsh Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

7. Satuan Kerja Perangkat Daermah yang selanjutnys di sebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungen Pemerintsh Kebupaten
Law,

8. Standardisasi penyelenggara situs web pada internet adalah
standar-standar dalam pemhangurnan maupum pengembangan situs web
pada internet yang di kelola oleh masing-masing BKPD,

D, Situs web atau website adalah situs atan deemh lokasi jelgjah dalam
internet.

10.Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi
informasi yang dibasikan

11.Domain adalah mnama wolk yang memastksn alamat sims web di
internet. _

12.Bvubdomain adalah domain yang merupakean bagian dari domain yang
lebih Dbesar, sebagai komponen yang Iebih rendah tingkatannya dari
dumain di atasnya.

13. Internel  Service Provider vang selanjutnys  disingkat 18P adalah
perasahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.

oo



14, Database atau Basis data adalah sistem yang menvimpan data dalum
jumiah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.

156.E-mail atau surat elektronik adalth eplikasi  wntuk  saling
mengivitokan pesan antar pengguna jaringan.

16.Lapisan  presentasi  adaleh lapisen yang mewsldl komponen-
komponen  sistem. yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan
memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.

17. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan
gayr dar komponen-komponen maatan dari suaty halaman.

18. Navigasi adalah  fasiitas  yang membert kemampuan  untuk
menentikan haluman muatan atan data yang i ampilkan, soerta
perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.

19. Aplikasi standar adalah aplikesi yang dijadiken patokan, standar,
norma, dan wkuran berde¥aa secara wmom,

20, Struktur content adalal penggambaran mengenal isi/konten dalam web
secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.

21. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang
terdini dari komponen-kamponen arsitektur komputer dan sistem operasi,
yaug mendefimisikan operasioual dau kompatibilitay sistem,

22.Integritas  data adalh  sifat data  yang menemngkan  akurasi,
kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.

23. Security adalah keaman yang menjamin sumber daya tidak &
gunaken ateu dimodifikesi orang yang tidek memiliki otorisasi, dan sebagai
pengaman aias masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis,

24. Hosting atau  web hosting adalah layandn yang menumpangkan
keselurohan muatan suatu situs web kepada sustu perangkat Reras
komputer (server) yang terhubung dengan internet schingga dapat meslalui

25. Colloeation adalah layanan yang menyediakan samna  dan
prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus
sehingga perangkat-perangkat keras komputer (serves) dapat ditempatkan
di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal den tegjamin sebagai
pelayan data, prmasuk univk perangkat keras pelayan suatu situs welb,

26. Pembangunan situs web adalah aktivitas vang di lakuken di mulai dari
tahapar awal hingea terwujud suatt situs web,

27. Pengembangan situs web adalah aktivites yeng dilakuken  delam rangka
mempertuas dan memperdalam  situs web, baik dard sisi positent, meny,
TAvIgasi, maupun papgsa pasarnya.

28.Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web
mulai dar aspek pengaturan tata letak halamsn sampai kandungan isi
muatan.

29. Administzator adalah prang  yang  bertugas mengelola
operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin betjalannya
operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak
akses atas sumber daya pada jaringan komputer.

30. Reporter adalah sesprang yang melakukan akiivites pelapotan kepada
seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masvarakat melalui
suatu media setelah melalul tahapan pencarian data dan informasi dart
suati ataii beberapa sumber.



31.Editor adalph seseorang yang melakukan cvalussi, memeriksa dan
mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di angpap layak untuk di
sajikan dalam bentuk data atau informasi. ‘

32. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampn’mengolzh susta data atau
informasi secara otomatis sedemildanm Tupa sehingga memberikan
kemudahan dan kecepatat bagl pengguna dalam memperoleh suatu
data atau informasi yang di perlukan.

33. Server adalah piranti Rhusus dalam Jaringar kRomputer yang menjadi
tempat bagi sermua simpul di dalon jaringan untuk biss melakukan

24. Bistern jaringan adalsh suatn kumpulan simpul-simpul sumber daya
perangkat komputasi yang dapat berupa peranghkat-perangkat komputer,
yang saling terhubung melalui sistem komunikesi sehingga dapat
dinkser secara bersama.

35, Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik satuan kega
perangkat daerah di Hugkungan pemerintah Kabupatén Luwu dengan
website Tuwitkab, go.id.

36. Enkripsi adalzh metode yang digunaken urtuk menghodelen data/kode
sumber sedemikian rupa schinggs kesmansn informasinys tetjaga dan
tidak dapat dibaca.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selardjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tshunan pemerintah Kabupaten
Lowu yang disusun den dibahas bersama DFRD Xabupaten Luwu dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

BABII
MAEKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu adalah untuk mengatur penyelenggaraan website schingga  dapat
berdayaguna dan  berhesiiguna untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

Pasal 3

Tojuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerinteh Kabupaten Luwn
adalah untuk tereiptanya penyslengsaraan website yang mampn memberikan
dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingati Pemerintah Daerah
dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui

javingan internet.



BAB T
WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Pasal 4

{1} Wehsite Pemerintah Kabupaten .Luwu adelah situs Tesmi Pemerviateh
Kabupaten Luwn ¢i internet dolam rangks menyampalken informasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
kepada masyarakat,

{2] Website Pemerinioh Kobupaternr Luwu terdin dart website Imduk den
website SKPD.

Pasal 5

{1j Website Induk eadalash website resmi Pemerinteh.  Kehupaten Luwu
yahg momoat ipformasi-infoppasi wmum  mengenal penyelenggaraan
pemerintahan, pembengunan dan kemesyarakatan di wilayah Kabupaten
L.

{2} Pengalematan website mduk menggtnakan  domain  Pemerintgh
Kabupaten Tawn yaitn luwukab.go.id.

Pasal 6

(1) Website SKPD adelsh  website resmi  SEPD gi  Ingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwn yang memnat informasi-informasi khusus
mengenai  penyelenggarean  pemerimialion,  pembangupan  dan
kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKFD bersangkutan sestal
bhidang tigas dan Bewenangannya;

{2) Pengalamatan website SKPD menggunakan subdomain Pemerintgh
Kabupaten Luwy dengan format sebagal betikat ;

https:/ /ISKPDLluwnkab.go.id
Contoh : hitps:{/ diskominfa.iﬁwukab‘gc.id_

Pasal ¥

Bagi SKPD yang belum memiliki website SKPD, dapat memanfaatkan website
induk untuk keperluan penyajian informasi lingloyp SKPD tersebut.

BAB 1V
RONTEN WEBSITE

Pasal B _

{1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Luwn sebagaimana dimalksud
pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya taruslah memuat
nformasi-informasi yang berkaitan dengan peryelenggaraan pemerintahan
yang sesuai dengan peraturan perandang-undangain.

{2) Konten ~wegbsite sebagaimana dimaksnd pada ayal {1) haruslah
memiliki kualitas informasi yang haik yang bersifat aktual dan akurat.



Pagal 9

Website pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan
Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum
ataw tidak sesuai dengan peraburan perundang- undangan.

BABV
PERENCANAAN

Pasal 10

{1) Untuk terttlb dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan
perencanaan yang meliput aspek :
a. Studi Kelayalman;
b. Ketersedinan anggaran;
¢, Sumber daya manusia;
d. Infrastrukturydan
e. Data/informasi.

{2} Setiap perencanaan pengedasn dan giau pembangunen website SKPD
harus dikonsnltasikan terlebih dabhuln kepada Dinas KISP.

(3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standardisasi
pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan
=i website,

BAB Vi
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Brsian Kesain
Pembangonan

Pasal 11

{1} Betiap pembangunan website SKPD harus menggonekan pedoman
standardisasi  pembangunan  website yang  berlakm  di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantin dalam lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahikan dari Peraturan Bupati ind,

{2) Pembanguanan website SKPD harus mernperhatiban aspek interoperabilitas
urtiik mendukung keberhasiian wehsite induk.

Baglan Kedua
Penigershangan

Pazal 12

{1) Untuk kepentingan  perubahan dan penambahan data serta
informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan
sudah  terstandardisasi, depat dilekukan pengembangan dengan
pemberitahpan seeara tertulis kepada Dinas KISP,



{3) Laporan mengenai hasil perubahan dan péngembangaﬂ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas KIsP.

BAB Vi
PENGENDALIAN

Pasal 13

{1) Pengendalian terhadap penyslenggaraan website dilalakan wntuk
mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website i Lingkurigan
Pemerintah Kabupaten Luwu.

{2) Pengendalian sehagaimana. dimaksud pada ayat {1} meliputi
a. Pengentaian teknis;

b. Pengendalian konten,

Pasal 14

{1} Pengendalian teknis sebagaimana tercanium pada Pasal 13 ayat 2
wuruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar
penyelenggaraarn website dapat berjalan dengan lancar.

{2) Pengendalian telmis dilakukan oleh Dinas KISP.

(1) Pengendalion konten sehagaiinana tersanitin: pada pasal 13 ayat {2} point
b adalah pengendalian terhadap aspek konden wehsite untuk mevastikan
konten-onten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-uridangar.

(2) Pengendalian konten untuk website SKPD dilakuken oleh masing- masing
pengelola website SKPD.

(3) Pengendalian  konien untolt  wehsite  induk dilnkukan  secama
hereama oleh Dinas KISP dan SKFD yang jkut  menyajikan
informasinya di website induk.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

Pagal 16

{1) Setiap website SEKPD yang telgh terbengun harus dikelola oleh Pejabat
yang ditynjuk oleh kepala SKPD dan/atan Unit Kerja yang bersangiaatan.

(2) Struktur Organisasi Pengelola Web paling sedikit meliputi pekerjaan entry
dats, administrator sistem dan konten.

{3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebageimena di maksud pafla ayat {1,



BAB IX
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas KISP.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang
volume pengisian konten, Aktivitas Tim Pengelola dan Kegiatan hunting
data.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website SKPD dan
website induk disampaikan oleh Kepala Dinas KISP kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website
di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB Xi
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempataniya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 3@ Varet 2029

BUPATI LUWU,

2

BASMIN MAT G

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 36 Maret 292

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

WAN
‘BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 21

Lenovohitamparsip / 1 / fve / Perbup 2020
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR ; 21 TaBUN 2628  TANGGAL : 38 Maret 2620

PENDAYAGUNAAN 'WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU a

PEDOMAN STANDARDISASI PEMEBANGUNAN WEBSITE
DI TINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

1. Standardisasi website

Standardisasi website 4 Hoghkungan Pemeristah Kabupaten Luwa

dimaksudian untuk membentuk keseragaman separp khas akan profil

Kabupaten Luwu. Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah

untuk :

1. Memudahkan proses interoperabifitas situs web SEPD;

2. Mewnjudkan prinsip “one input for muhy purpose’, dimana semua situs
web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD
terintegrasi langsung dengan situs web wukab.go.id;

3. Membangun citi khas situs web pemerintah daemaby

4. Memudahken pengurgung situs web dalem  melakulan  nsvigasi
pada sitns-sitas pemerintah dastab;

5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD
agar aplikasi den data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan
dinsis.

Yang distandadan dalamm Peraturan Bupati ini adalgh  mslputi
Lapisan  Presentasi dan Teknologi pada layanan informiasi berbasis
internet.

. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yvang sesuai dengan stendard layout dan Navigasi Standard

Situs Web SKPD meliputi : _

a, DESAIN (memanfaatken CSS{/Cascading Sigle Sheetl pada
kesehmuhan siyle yang ada secara koosisten dalam pemitihan Warna
dan jenis huraf dan LAYOUT yang berstrukiur jelas dan memiliid ciri
khas di setiap halaman situs;

b. Terstruktur halaman {Header, Struktur Navigasi menu pada ldri atau
kanan halaman konsisten, Halamean utama, Footer);

¢ Header {(gambar yang representatif den tulisan yang menyaiakan
identitas SKPD yang memilikd situs web tersebut , Lambang
Kabupaten Luwu, fasilitas: Peta situs, Search, Home, kontak (struktur

pengeola situs web), dan tanggal

. Pepamaan Domain _
Penamaan Domain untuk situs web S8KPD harus ditnformasikan ke Dinas
Kisp.
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BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

{1} Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului
dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang
sejenis.

(2} Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis,
sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (Tujuh)
Hari sejak tanggal jatuh termpo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat
peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian.

(5) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana contoh tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan
permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan
retribusi kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian.

(2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, Kepala Dinas menyampaikannya kepada
Bupati.

Pasal 12

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam
waktu paling lama 6 (Enam) Bulan harus memberikan jawaban diterima
atau ditolak. '

(2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan memperhatikan kemampuan
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V1. Strukiur Content

Vi,

X,

Straktur menu pada setiap SKPD tergantung dayi kepentingan SKPD
yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus
diperhatikan, antara lain : )

1. Bersifat dinamis {dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus
sesuai dengem kebutuhan);

2. Memilild straddar hierarki menu;

3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi
denigan  aturan tertentu yang memudahkarn pengunjung untuk
mengakses;

4. Setip penambahan, pengurangan, penghapusan, dad pergbaban
struktur menu Jangsung berpengaruh pada peta sitas;

5. Memilikd administrasi untuk pengaturan;

a. Manajemen menu {Content Management System);

b. Mennjemen User,

¢ Mangjemen Approval {baik uptuk comtent berita, date statistik,
forum dsh.)

Interaks] Manuasi - Eomputer

1. Imterface menarit dan  berkesan profesional agar mericertsinkan
SBFD sebagai aparatur pemerintah yang diwaldikan oleh situs SKPD,
meliputi tata letak, wama, dan humf yang digunakan pada situs;

2. Memberikan kemudahen pengelolnean bagi pengelola situs, yaitu
kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada
pada sifus web;

3. Pengguna dapat mengetahui respon system;

4. Situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan.

Teknologi

Teknologi (platform) vyang digunakan oleh website di lingkungan

Pemerintahi Kabupaten Luwu, baik untuk website induk maupun website

SKPD harus memenuhi ketertuan sebagai berikut ;

1. Stabil dan Aman;

2. Open Swurce Software;

3. Tidak melanggar hak ¢ipta siapapun;

4. Hak Cipta dan Kode Sumber (tidak dalam keadaan terenkripsi)
sepenvhnya milik Pemserintah Kabupaten Luwi.

Pepgorganisasian Pengelola Situs Wek SEPD

Struktur pengelolaan situs web pada SKPD adalah sebagai berikut -
1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD

2. Ketua/Manejer Situs : Pejabat eselon 111 SKFD

3. Sekretaris ¢ Pejebat eselon IV SKPD
4, Peleksana harian 1~ Network Adininistrator
- Wels Administrator
~ Daia Entry atan Author

~ Dzta Hurting sian Reporter
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X, Mekanisme Rerja Akses Internet
Hosting

i.

2.

Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web SKPD
kepada Dinas KISP; ‘

Memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga pihak
Dinas KISP thisa menredirect alamat URL tersebut dan merjadi bagian
dari subtdomain lownkab.go.id;

Pelaksana upload aplkasi database dilakukan sendin oleh Pihak
Administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk
SKPD:

Selesai proses upload aplikasi dan database selesad, selanjutayn Pihak
Administrator situs web SKPD mellukan tohapan uji coba
operasional;

Pihak Dinas KISP hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga
kelancaran akses intemnetnya, sedangkan yeng menyangkat aplikasi
updating menu-menynya, fe{ap menjadi tanggung jawab pengslola web
BKPD.

BUPATI LUWU,
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